[ SALINAN ]

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal
20 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36
ayat (4), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi Daerah  (Lembaran Negara  Republik
IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Kediri;

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Walikota adalah Walikota Kediri.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan tugas dibidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk
memadamkan kebakaran.

Pemeriksaan dan atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan
pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin
agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan
baik.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa

pemeriksaan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan , perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bendahara Umum Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Tanda Setor Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STSRD
adalah surat yang digunakan oleh bendahara penerimaan untuk
menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke rekening kas umum daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi admistrasi berupa
bunga dan / atau denda.

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPKPRD adalah surat keputusan untuk
mengembalikan kelebihan bayar kepada wajib retribusi atas SKRDLB.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat
pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan

oleh BUD berdasarkan SPM.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2
Pendaftaran atas kepemilikan alat pemadam kebakaran dilaksanakan di
UPTD atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota setelah mendapat
pemberitahuan tertulis dari Kepala UPTD.
Setiap orang dan/atau badan yang mengajukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
oleh UPTD.
Format Pemberitahuan dan Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kepala UPTD wajib melaksanakan pendataan atas keberadaan, jumlah, dan
jenis alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh orang dan/atau badan yang
ada diwilayah daerah.

Upaya pendataan dilaksanakan bersamaan dengan pengajuan pendaftaran
dan/atau inspeksi langsung ke lokasi keberadaan alat pemadam kebakaran.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai upaya
pencegahan terhadap ancaman bahaya kebakaran demi keselamatan jiwa
dan harta benda serta menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam

keadaan dapat berfungsi dengan baik.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dilaksanakan di UPTD dan/atau pada
lokasi Alat Pemadam Kebakaran berada.
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Alat Pemadam
Kebakaran yang dibuat rangkap 2 (dua) yaitu : Lembar I untuk UPTD, dan
Lembar II untuk Wajib Retribusi.
Atas hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi diberikan Kartu Tanda
Pengujian Alat Pemadam Kebakaran.
Format Berita Acara Pengujian dan Bentuk, ukuran dan isi Kartu Tanda
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 5

Kepala UPTD berwenang melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji

pemenuhan kewajiban melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran

dan kewajiban retribusi.

Setiap orang, badan, atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan

dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6
Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas UPTD
dengan dibekali surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau pejabat
yang ditunjuk.
Ketentuan bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7
Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SKRD.
Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa
kwitansi.
Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran retribusi pada buku
penerimaan.
Bentuk dan isi kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 8

Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke
Rekening Kas Daerah dengan menggunakan STSRD.

Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat), masing-
masing : lembar I untuk Bendahara Penerimaan; lembar II untuk Kas
Daerah; lembar III untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah; lembar IV untuk UPTD.

Bentuk buku dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9
Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran kepada Wajib Retribusi
yang dibuat oleh Kepala UPTD dengan tembusan Kepala Dinas.
Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran Wajib
Retribusi belum membayar, maka ditagih dengan menggunakan STRD.
Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 10

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan sebagai

berikut :

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai
berikut :

1. nama dan alamat Wajib Retribusi;

2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;

3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. nomor rekening bank atas nama wajib retribusi.

b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala UPTD untuk melakukan
penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada huruf b, Kepala UPTD menganalisa dan

6



(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi dalam bentuk telaahan staf;

d. berdasarkan pertimbangan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada
huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Berdasarkan SKRDLB, Kepala Dinas menerbitkan SKPKPRD.
Atas dasar SKPKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas
menerbitkan SPM kepada Kuasa BUD.
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada :
a. rekening pendapatan retribusi yang sama untuk pengembalian retribusi

tahun berjalan; atau
b. rekening belanja tidak terduga untuk pengembalian retribusi tahun lalu.
Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan

sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan mendapat rekomendasi dari Lurah dan Camat
setempat untuk mendukung permohonannya paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya SKRD;

b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala UPTD untuk melakukan
penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan
mempertimbangkan  permohonan  pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;

d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada
huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau

ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.



(2)

(1)

(2)

(3)

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban

dianggap permohonan dikabulkan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan alat
pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat, pemilik, pengguna,
penyimpan yang berpotensi terjadinya bencana kebakaran
Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan, UPTD
berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Juni 2013

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 12 Juni 2013

A. FORMAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
JL. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP. NO. 100
Telp. (0354) 671756 Fax. (0354) 680484
KEDIRI -64131

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Kediri, ....coeviviviininiiiiiinann,
:364.1/...... / 419.48 /..... Kepada :
: Penting Yth.Sdr.
: 1 (satu) lembar
: Pemberitahuan Wajib di
Retribusi Pemeriksaan KEDIRI

Alat Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, bahwa setiap orang
dan/atau Badan yang mempunyai alat pemadam kebakaran wajib melakukan
pendaftaran kepada Pemerintah Kota Kediri untuk dilakukan pendataan.
Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan 1 (satu) berkas
formulir Pendaftaran Alat Pemadam Kebakaran untuk Saudara isi sesuai
dengan alat pemadam kebakaran ditempat Saudara, dan selanjutnya mohon
dengan hormat agar formulir tersebut untuk dapatnya dikirim kembali kepada

kami pada alamat sesuai dengan kop surat diatas.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
Ub.

Ka. UPTD Pemadam Kebakaran,



B. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORMULIR PENDAFTARAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat daftar Alat Pemadam Kebakaran yang berada
pada tempat kami dengan rincian data sebagai berikut :

Nama Gedung PPN
Alamat Gedung L ettt et et ettt et eaneans
Pemilik Gedung T PP TP PPNt
Pengelola Gedung PPN
Luas bangunan PP PRSP P PP
Jumlah lantai PPN
Nomor/Tanggal IMB & ..ottt et e e e ans

a. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa dan super busa, rincian :

1. Sampai dengan 25 liter, jumlah Uunit............cooiiiiiiiiiiiiiiii *)
2. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter, jumlah unit..............c.oocoii . *)
3. Lebih dari 50 liter, jumlah unit..........oooiiiiii i *)
b. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas, dry chemical powder dan halon :
1. Sampai dengan 6 kg, jumlah unit.........c.cooooiiiiii i )
2. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg, jumlah unit ........c.coooiiiiiiiiiiii *)
3. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg, jumlah unit ...........coooiiiiiiiiiiiiinnns cienenne. *)
c. APAR jenis fire protection (fire hydran, alarm system, sprinkler system), rincian :
1. Fire Hydran, jumlah titik.........ooooiii e *)
2. Alarm system, jumlah titik ........coooiiiiiii *)
3. Sprinkler system, jumlah titik ......c.coooiiiiii *)

Semua data dimaksud telah sesuai dengan jumlah yang ada dan selanjutnya kami mohon
diadakan pengujian pemeriksaan alat pemadam kebakaran tersebut diatas baik secara teknis
maupun administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

*) Tulis dengan angka dan huruf
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C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN.

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR : 364.1/.............. /419.48/ DAMKAR/ ............

Pada hari ini................ tanggal ........ bulan........... tahun ............ (oo = ennen - ), Petugas
UPTD Pemadam = Kebakaran Kota  Kediri dengan  disaksikan oleh
......................................... telah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Alat Pemadam
Kebakaran di :

Nama Gedung PP PSPPSRI

Alamat Gedung E PP PP PPN

Pemilik Gedung L ettt ettt et ettt ettt a e eans

Pengelola Gedung L ettt ettt ettt ettt eneaaens

Luas bangunan PN

Jumlah lantai PP P P PP P PPPPTRPPPRRt
Nomor/Tanggal IMB @ ...ttt

Dengan hasil sebagai berikut :
a. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa dan super busa, rincian :

1. Sampai dengan 25 liter, jumlah unit........................ kondisi ( baik / rusak )*
2. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter, jumlah unit.............. kondisi ( baik / rusak )*
3. Lebih dari 50 liter, jumlah unit.............c.coooiiiil. kondisi ( baik /rusak )*
b. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas, dry chemical powder dan halon :
1. Sampai dengan 6 kg, jumlah unit........................... kondisi ( baik / rusak )*
2. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg, jumlah unit ................... kondisi ( baik / rusak)*
3. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg, jumlah unit ............... kondisi ( baik / rusak )*
c. APAR jenis fire protection (fire hydran, alarm system, sprinkler system), rincian :
1. Fire Hydran, jumlah titik............c.c.oocoiiinn. kondisi ( baik / rusak )*
2. Alarm system, jumlah titik ..........cccoiiiii, kondisi ( baik / rusak )*
3. Sprinkler system, jumlah titik ................. kondisi ( baik / rusak )*

Semua pelaksanaan pengujian pemeriksaan alat pemadam kebakaran tersebut diatas baik
secara teknis maupun administrasi dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 7 Tahun 2011 dan diterima baik oleh pemilik alat tersebut.

Saran-saran Petugas UPTD Pemadam Kebakaran :

Kediri, ..ccooovviiiiiiiiicceeeea
Menyaksikan/menyetujui :

PETUGAS UPTD PEMADAM KEBAKARAN KOTA KEDIRI :

1. ... nama terang /NIP ....... Do tanda tangan .......
2. nama terang /NIP ....... Do tanda tangan .......
K T nama terang /NIP ....... O tanda tangan .......

Catatan : * Coret yang tidak perlu.
Lembar I untuk UPTD, Lembar II untuk WR.
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D. BENTUK UKURAN DAN ISI KARTU TANDA PENGUJIAN

1. Bentuk empat persegi panjang dilekatkan/digantung pada APAR

2. Ukuran tinggi 12,5 centimeter lebar 10 centimeter

3. Isi ketentuan mengenai segel Kartu Tanda Pengujian Pemadam Kebakaran sebagai
berikut :

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
JL. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP. NO. 100
Telp. (0354) 671756 Fax. (0354) 680484
KEDIRI -64131

KARTU TANDA PENGUJIAN

Nomor :364.1/....... /419.48 / KTP.DAMKAR/ .......
Nama Pemilik PP PP
Alamat L e
Jenis Alat Pemadam PPN
Tanggal pengisian E N
Tanggal diperiksa/telitl : ....coooiiiiiiiiii e,

Petugas pemeriksa/penguji :

Nama T

NIP PP PPN
Tanda tangan Petugas I .ccvevieiiiiiiiiii it
Tanda tangan pemilik ...t
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E. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

1. Bentuk empat persegi panjang bertali.
2. Ukuran tinggi 12,5 centimeter lebar 10 centimeter.

3. Isi ketentuan mengenai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah sebagai
berikut :

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
JL. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP. NO. 100
Telp. (0354) 671756 Fax. (0354) 680484

KEDIRI -64131

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
NPWRD ettt et et eneens
Alamat TP P PPN
Komponen retribusi (jenis dan jumlah) yang diperiksa serta yang harus dibayar

berdasarkan Pasal 28 Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 :
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa dan super busa :

a. Sampai dengan 25 liter @ Rp. 5.000,-/unit. Jumlah unit ........
b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter @ Rp. 10.000,-/unit.  Jumlah unit ........
c. Lebih dari 50 liter @. Rp. 40.000,-/unit Jumlah unit .........
2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas, dry chemical powder dan halon :
a. Sampai dengan 6 kg @ Rp. 5.000,-/unit Jumlah unit ........
b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg @ Rp. 10.000,-/unit Jumlah unit .........

c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg @ Rp. 20.000,-/unit Jumlah unit .........
3. APAR jenis fire protection (fire hydran, alarm system, sprinkler system :

a. Fire Hydran @ Rp. 15.000,-/titik Jumlah titik .........
b. Alarm system @ Rp. 10.000,-/titik Jumlah titik ..........
c. Sprinkler system @ Rp. 5.000,-/titik Jumlah titik ........
S 4071 - Ta U= TP PP
Kediri, cooviriiiiiiiiiiiiieiceeeans

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
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F. FORMAT SURAT TANDA SETOR RETRIBUSI DAERAH (STSRD)

1. Bentuk empat persegi panjang.

2. Ukuran tinggi 12,5 centimeter lebar 10 centimeter.

3. Isi ketentuan mengenai Surat Tanda Setor Retribusi Daerah ( STSRD ) adalah
sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PEKERJAAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
JL. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP. NO. 100
Telp. (0354) 671756 Fax. (0354) 680484

KEDIRI -64131

SURAT TANDA SETOR RETRIBUSI DAERAH (STSRD)

STS No = .ceeveveiennns Bank @ .. No. Rekening :.....cccoevevininiiiiininenen.e.
Harap diterima uang sebesar RpP. ..o.o.iiiiiiii e
Aengan NUTUL («. e et )
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut :
No.| KODE REKENING URAIAN RINCIAN OBYEK JUMLAH (Rp)
TOTAL

Uang tersebut diterima pada tanggal :.........cocoiiiiiiiiiiiiii e

Mengetahui : Bendahara Penerimaan/Bendahara
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, Penerimaan Pembantu,
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G. FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI STBP
DINAS PEKERJAAN UMUM (SURAT TANDA BUKTI
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PEMADAM PEMBAYARAN)
KEBAKARAN
J1. Brigjend. Pol. Imam Bachri H P. 100 Telp. 0354 - 686 949 | periode Retribusi :......... S/
KEDIRI NO. SKRD i,
Tanggal e
No. SPTRD s
NPWRD S PP PPPPN
Nama N
Alamat Tttt ettt et a et e e
Jatuh Tempo L e Jenis Ketetapan :...........c.coeeeeni.
No. | Rekening Tarif / Dasar Pengenaan Retribusi Retribusi Terutang
Bunga
Jumlah setoran retribusi
Dengan huruf :




H. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
JL. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP. NO. 100
Telp. (0354) 671756 Fax. (0354) 680484

KEDIRI -64131

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Masa retribusi to.oeiviiiiiiiiii e Tahun @....ccoovvvviiiiiinnnn.. Nomor ..............
NAMA Alamat
NPWRD @ i, Tanggal Jatuh Tempo @ ..ocoevveviiiiiiiiniennenenns

I. Berdasarkan PERDA Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan
/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban sesuai dengan pasal 28, Nama retribusi
: Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang
masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang bayar TR
2. Sanksi administrasi bunga 2% (Pasal 32 ayat (3) : Rp...eveeeeiiiiiiiiiiiieeennen
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) TR

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat
Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari
sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per

bulan.
Kepala UPTD Pemadam Kebakaran,
1
NO. STRD......cevveenennnnnn
TANDA TERIMA
NPWRD :..ovviiiiiieiiennnes INAM A & ittt aaaanns
ALAMAT :

Kediri,......c.conee.
Yang menerima,
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I.

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
JL. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP. NO. 100
Telp. (0354) 671756 Fax. (0354) 680484

KEDIRI -64131

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
(SKRDLB)

Nama
Alamat
NPWRD
Tgl. Jatuh TemMPO & ceieiiiiiiii e
I. Berdasarkan PERDA Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : pembayaran retribusi alat
pemadam kebakaran.
Ayat RetribDUST 1 it e
II. Nama Retribusi : Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran.
Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang
lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Rp.coooiiiii,
2. Retribusi yang terhutang Rp.iiiiiii,
3. Kredit Retribusi :
a)Setoran yang dilakukan Rp.ciiiiiiii,
b)Lain-lain |54 JUTU
c) Dikurangi konpensasi kelebihan ketahun
yang akan datang / hutang retribusi Rp.cvviiiis
d)Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a + b — ¢} Rpeeiiiiii,
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d - 2) Rp.oviiii,
S. Sanksi administrasi :
a) Bunga (Pasal 32 ayat(3) Rp.oooiiiii,
b) Jumlah sanksi administrasi Rp.eiiiiis

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5b) Rp

Dengan UL @ oo

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah
Mengeluarkan Uang (SPMU).

Kediri, «ovovviiiiiiiiiiiiiiiieee,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR
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